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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konsti
tusi Nomor:90/PUU-XXI/2023 yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap proses demokrati
sasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskri
ptif analisis berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyoroti ketida
k konsistenan dalam putusan kasus serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan mengenai peran dan kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru yang berkaitan dengan pemilihan umum. Putusan i
ni mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun ata
u pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala da
erah. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi mencampuri wilayah dan fungsi
legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 berdampak pa
da kemunduran demokrasi dengan adanya kekuasaan elite yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan kri
sis kepercayaan masyarakat terhadap Demokrasi.

Kata Kunci: Demokrasi; Implikasi; Mahkamah Konstitusi.

1. Pendahuluan

Konstitusi dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain
karena keduanya saling melengkapi. Dalam konteks demokrasi modern, konstitusi
menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam pembentukan negara. Konstitusi berperan
sebagai dokumen hukum tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur
bagaimana pemerintah harus beroperasi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Lebih
dari sekadar sekumpulan hukum, konstitusi mencerminkan nilai-nilai mendasar dan aspi
rasi kolektif suatu masyarakat. Dengan mengatur kekuasaan dan kewajiban pemerintah,
konstitusi juga melindungi hak-hak warga negara serta menentukan batasan-batasan
yang diperlukan agar pemerintahan tetap dalam kerangka hukum yang adil dan transpa
ran.

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang memilih
kepala negaranya melalui pemilihan presiden oleh rakyat. Sejak masa reformasi, rakyat
memiliki kedaulatan penuh dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum
dilakukan secara langsung karena adanya perubahan pada Pasal 6A ayat (1) Undang-Unda
ng Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat” (perubahan ketiga). Sebelumnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-
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Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majeli
s Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.

Dalam perkembangan keadilan dan demokrasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi
(MK) memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dan mengawal prinsip- prinsip
demokrasi dan keadilan. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Pasal 10 Tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final.

Pada tahun 2023, MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang
mengubah ketentuan terkait batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden
(Cawapres). Sebelumnya mengenai batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil
Presiden (Cawapres) sudah diatur di dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf g yaitu
usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. Setelah
dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam
Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres, banyak masyarakat yang angkat suara terkait
Putusan MK yang diumumkan pada Senin, 16 Oktober 2023, telah memunculkan
berbagai reaksi publik, khususnya terkait Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023. Dalam a
mar putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan bahwa
konstitusionalitas usia capres/cawapres, yang sebelumnya ditetapkan dalam Pasal 169
huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 "paling rendah 40 (empat puluh) tahun".

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa usia “paling rendah 40
(empat puluh) tahun” bersebrangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuata
n hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) ta
hun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum terma
suk pemilihan kepala daerah”. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik perhatian
karena memberikan penafsiran baru terkait batas usia tersebut, yang berpotensi
memberikan dampak signifikan terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum
yuridis normatif. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum,
asas hukum, dan kaidah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan
pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif atau
kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan—bahan Hukum, baik bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat di
lakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan
hukum melalui internet.
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Pengumpulan data didasarkan pada buku—buku literatur dan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan—bahan yang bersifat
teoritis ilmiah dan bahan—bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan da
n pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap

Undang-Undang (Judicial Review) No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah
Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat
ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan the guardian of the
constituttion.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk
memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh
karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas
sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang
dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk
terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (checks and
balances).

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang
dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai
pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima
kewenangan dalam pasal 24C ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, yang telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga
atas UU Nomor 24 Tahun 2003. Lima kewenangannya, yaitu (i) menguji konstitusionalitas
undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga nega
ra, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai
politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tenta
ng tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana di
tentukan dalam UndangUndang Dasar 1945.

Sebagai penafsir tunggal atas konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam
perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga
yang memiliki kewenangan super body. Khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait
dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi secara sepihak bisa
menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang
dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah sa
tu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa
melakukan upaya hukum yang lain.
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Hal ini yang kemudian terjadi dalam pengujian MK terhadap Undang-Undang No. 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 169 huruf g yaitu usia minimal untuk

seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. Melalui Putusan Ma
hkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman
Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. Adapun

beberapa pertimbangan Hakim ialah;

1)

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah konstitusi mendasarkan putusan
ini pada pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwa kedaulatan berada ditangan
rakyat, dan pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, kedua norma
tersebut menjadi landasan bagi MK untuk menjalankan hukum secara
demokratis, yang salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara
hukum adalah dilaksanakannya pemilu dengan melibatkan partisipasi serta
kehendak rakyat. salah satu standar dari pemilihan umum yang demokratis
menurut International Institute for Democracy and Electoral Asistance adalah ra
kyat harus mendapatkan jaminan partisipasi untuk memberikan suara bagi yang
telah memenuhi syarat tanpa pengecualian(diskriminasi).

Berbicara tentang hak pilih dan dipilih MK mendasarkan pada pasal 43 ayat 1
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah diatur
didalamnya tentang warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan hak untuk
memilih dalam pemilu sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-
undangan.

Sebagai pertimbangan lain yang MK berikan, MK mendasarkan pada batas usia
presiden yang pernah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS da
n pasal 45 ayat 5 UUDS 1950 yakni “Presiden harus orang Indonesia yang telah
berusia 30 tahun, dan dalam rezim pasca demokrasi juga diatur dalam pasal 6
huruf g UU Nomor 23 Tahun 2003 dam Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun
2008 tentang pemilihan umum yang mengatur syarat usia minimal bagi calon
presiden dan wakil presiden adalah 35 tahun.

4) Berkenaan dengan isu konstitusionalitas suatu permohonan MK mempunyai

kewenangan yang mendasar dalam perkembangan isu ketatanegaraan.
Permohonan vyang diajukan batas usia bukan untuk pertama kalinya
dimohonkan, sebelumnya dalam putusan MK Nomor 29 dan 51/PUU-XXI/2023
menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan bahwa ha
| itu Open Legal Policy.

Putusan MK yang mengabulkan Permohonan batas usia capres dan cawapres
dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa untuk
mewujudkan pelaksanaan konstitusi untuk menjamin hak-hak rakyat agar dapat
dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi dan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintah yang baik (Good Governance) serta menghilangkan
pembatasan yang dapat menghambat partisipasi anak muda.
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2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif
ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan prinsip demokrasi da
n hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Prinsip demokrasi
merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi
memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dala
m proses politik, termasuk dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin negara. Putusan
MK ini dianggap sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan
kesempatan yang lebih adil bagi calon-calon potensial untuk mencalonkan diri sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun bagi
calon presiden dan calon wakil presiden tidak memiliki landasan konstitusional yang kua
t dan bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara
untuk dipilih dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Na
mun dalam putusan ini memiliki hal yang janggal yaitu :

1) Inkonsistensi Terhadap Open Legal Policy

Kebijakan hukum terbuka atau open legal policy adalah ketika ada dua
kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang
untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan
pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada
pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. Sementa
ra, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi open legal policy adalah kebijakan
mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupaka
n kewenangan pembentuk undang-undang. Maka, secara garis besar, suatu
kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau
open legal policy adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum
tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasa
n terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

Namun dalam hal putusan yang dikeluarkan Mahakamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023 berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Selain i
tu, terdapat permohonan dari Partai Garuda pada perkara No. 51/PUU-XXI/2023
yang mendalilkan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, pemohon meminta
syarat alternatif tambahan, yakni “pernah menjadi penyelenggara negara” untuk
dapat mengimbangi batas usia minimal 40 tahun. Namun, semua permohonan
tersebut ditolak oleh MK dengan dalih bahwa pembatasan usia capres dan
cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (open legal policy).

Hal yang berbeda terjadi pada permohonan uji materiil No. 90/PUUXXI
/2023. Tanpa adanya argumentasi hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi justru
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menerima sebagian permohonan mengenai batas minimal usia capres dan
cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih
melalui pemilihan umum (elected officials), termasuk pemilihan kepala daerah
(pilkada), dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan
sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf g UU Pemilu kepada MK.
Putusa n tersebut memperlihatkan inkonsistensi pertimbangan hukum MK
dengan beberapa putusan permohonan senada. Hal ini juga menunjukkan adanya
dilema penggunaan open legal policy oleh MK.

2) Lemahnya Status Hukum Pemohon

Mahkamah Konstitusi biasanya sangat ketat perihal status dan kedudukan
hukum (legal standing) pemohon. Namun dalam putusan ini MK terlihat “sangat
ramah” dan bersedia memberi jalan lapang baginya untuk memenuhi syarat
pemohon. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat legal standing pemohon uji
materiil MK yang menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus dialami
langsung, spesifik, dan aktual.

Dalam membangun dalil dan argumentasinya, pemohon dapat menggunakan
berbagai contoh dan pengalaman empiris untuk memperkuat kasusnya. Dalam
hal ini, pemohon merujuk pada keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai
Walikota Solo yang relatif muda untuk menunjukkan bahwa usia muda tidak selalu
menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi pemimpin yang sukses.
Meskipun pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan Gibran
Rakabuming Raka, namun contoh tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk
memperkuat argumen bahwa pembatasan usia minimal dapat menghambat
potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh generasi muda.

3) Adanya Konflik Kepentingan Yang Sangat Jelas

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di
tegaskan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarka
n Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Haki
m (RPH) Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh seluruh Hakim MK
kecuali Anwar Usman selaku Ketua MK. Hasilnya, para hakim bersepakat untuk
menolak permohonan ini, dengan dua hakim yang memiliki pendapat yang
berbeda (dissenting opinion). Namun, pada permohonan uji materiil No.90/PUU-
XX1/2023, Ketua MK hadir dalam RPH sehingga beberapa hakim mendukung
model alternatif yang dimohonkan pemohon. Apa yang terjadi ini mencerminkan
adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam tubuh MK. Ini karena
permohonan uji materil No. 90/PUU-XXI/2023 jelas menyebutkan nama keponaka
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nnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai inspirasi pemohon dalam mengajukan
permohonan uji materil terhadap ketentuan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman sendiri adalah adik ipar Jokowi, yang artinya ia adalah paman
dari Gibran. Sementara itu, Pasal 17 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “seorang hakim wajib
mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung
atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.” Artinya, Anwar
sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam persidangan
permohonan uji materil No. 90/PUU-XXI/2023. Kenyataannya, ia justru terlibat da
lam memutuskan langsung. Melalui putusan ini, dapat dikatakan independensi
MK semakin redup karena adanya pengaruh kehadiran Anwar. Musyawarah
hakim yang seharusnya netral justru dinodai dengan konflik kepentingan.

Hal tersebut berdampak sangat besar terhadap demokrasi dengan timbulnya
krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang dibuktikan langsung
melalui survey The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis ya
ng berpusat di London, Inggris, menunjukkan skor demokrasi di Indonesia pada
tahun 2024 sebesar 6,44 yang dimana ditahun sebelumnya Indonesia
menunjukkan angka sebesar 6,5. Indonesia turun 3 peringkat dari posisi 56 di
tahun sebelumnya, menjadi peringkat 59 di tahun ini dari total 167 negara yang
diteliti.

4. Kesimpulan dan Saran

1)

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian
terhadap Pasal 169 huru g Undang — Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilha
n Umum. Namun, Perubahan atau penambahan terhadap ketentuan yang terda
pat didalam Pasal 169 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilaksanakan
melalui proses tinjauan legislatif atau pembentuk Undang-Undang (Open Legal
Policy). Mahkamah Konstitusi seolah-olah melampaui peran normatifnya seba
gai negative legislator karena telah melakukan judicial activism yang berlebiha
n. Hal ini dibuktikan dengan MK yang melibatkan diri dalam pembuatan unda
ng-undang atau menciptakan norma baru dalam proses pengujian undang-unda
ng.

Putusan MK No 90/PUU-XX1/2023 berdampak pada kemunduran demokrasi
dengan adanya kekuasaan elite yang tidak seimbang. Prinsip kesempatan yang
sama semestinya tidak mempengaruhi atas terjustifikasinya ketidaksetaraan
yang semakin lebar atas nama kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Meski
pun pemilu serentak 2024 telah selesai namun reformasi politik tetap harus
segera dilakukan dan reformasi hukum pun harus segera diperbaiki.
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